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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang berada di 

luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian yang timbul, 

tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat karena adanya asas 

kebebasan berkontrak yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia 

antara pihak konsumen selaku debitur (Pemberi Fidusia) dan perusahaan 

pembiayaan selaku kreditur (Penerima Fidusia) termasuk dalam perjanjian 

tak bernama (innominaat), sejauh mengenai isi perjanjian selama 

memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut mengikat 

secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

yang membuatnya.  

b. Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian accessoir memiliki sifat 

ketergantungan dengan perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian 

pembiayaan konsumen, sehingga keabsahan dari perjanjian accessoir 

ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pembiayaan konsumennya. 

Oleh karena itu perjanjian fidusia ini menjadi hapus karena hukum apabila 

perjanjian pokoknya itu berakhir atau karena sebab lainnya yang 
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menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus, seperti hapusnya 

hutang karena pelunasan.  

c. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”)  bahwa benda yang dibebani jaminan 

fidusia wajib didaftarkan yang salah satu tujuannya memenuhi asas publisitas 

dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (“UUJF”), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan 

tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur 

akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan mendapat sertifikat 

jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak 

eksekusi langsung (parate executie). Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama 

dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap sehingga jika hanya dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan 

perjanjian yang dibuat dibawah tangan atau dibuat dihadapan notaris (notariil) 

dan tidak didaftarkan sehingga tidak terbit sertifikat jaminan fidusia maka hak 

preferen kreditur hilang, dan hanya sebagai kreditur konkuren. Untuk 

eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi harus melalui 

gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. 

 

2. Saran  

Lembaga pembiayaan konsumen yang bertindak selaku kreditur 

sebaiknya melakukan pendaftaran fidusia kepada setiap benda yang 

dibebani dengan jaminan fidusia, yang salah satunya untuk memenuhi asas 
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publitas, hal ini maka akan timbul perlindungan hukum terhadap hak 

preferensi kreditur pada saat terjadi  wanprestasi. Sehingga tujuan dari 

lembaga fidusia yaitu cepat, murah dn pasti dapat terwujud.  


